
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Badan Hukum Publik
Pada Perkara Korupsi = The Criminal Liability of State-Owned
Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD) as
Public Legal Entities in Corruption Cases
Mohammad Faisol Soleh, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20515037&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Keterlibatan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada beberapa perkara korupsi

mengindikasikan bahwa bukan hanya individu pengurusnya saja yang dapat melakukan korupsi, namun juga

badan itu sendiri. Dengan demikian maka seharusnya pemberantasan korupsi juga dapat menjerat badan

hukum publik tersebut sebagai korporasi. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar;

pertama, landasan penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik

pada perkara korupsi; kedua, problematika pengaturan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN

dan BUMD sebagai badan hukum publik; dan ketiga, pengaturan ideal pertanggungjawaban pidana BUMN

dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian

hukum normatif dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianlisis secara deskriptif-

kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan

perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan

BUMD sebagai badan hukum publik memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis, yuridis maupun

sosiologis; kedua, problematika pengaturan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan

hukum publik yang masih abstrak dan tidak implementatif; dan ketiga, pengaturan ideal dilakukan dengan

merumuskan dan menegaskan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik dalam konteks korporasi

dengan sistem pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidaan yang khusus. Melakukan perbaikan

terhadap pengaturan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi, pengetahuan yang

baik aparat penegak hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kehendak politik kuat dari segenap

elemen bangsa agar terhindar dari perbuatan korupsi merupakan saran dari penelitian ini

......The involvement of BUMN and BUMD as public legal entities in several corruption cases indicates that

not only individuals can commit corruption, but the body itself. Thus, corruption eradication should also be

able to ensnare these public legal entities like corporations. This research will answer several problems

around; first, the basis for implementing the criminal liability of BUMN and BUMD as public legal entities

in corruption cases; second, regulatory issues in the application of criminal liability for BUMN and BUMD

as public legal entities; and third, the ideal arrangement of criminal liability for BUMN and BUMD as

public legal entities in corruption cases. This research is normative legal research with secondary data

supported by primary data and is analyzed descriptively-qualitatively. The approach in this research is a

conceptual, statutory, and comparative approach. The results of this study are; first, the application of

criminal responsibility for BUMN and BUMD as public legal entities has a strong basis both

philosophically, juridically, and sociologically; second, the problem of regulating criminal liability for

BUMN and BUMD as public legal entities which are still abstract and unimplementable; and third, the ideal

arrangement is executed by formulating and affirming BUMN and BUMD as public legal entities in the
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context of a corporation with a particular system of criminal liability, punishments, and sentencing. Making

improvements to the regulation of corporate criminal liability concept in corruption cases, good knowledge

of corporate criminal liability by law enforcement officials, and strong political will from all elements of the

nation to avoid acts of corruption are the suggestions of this study


